
 
               BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR :  52 /Kep.Bup/PMD/2024 

TENTANG 

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  

SUAK SAMIN KECAMATAN PENGABUAN 
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

PERIODE TAHUN 2018 - 2024 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Menimbang :  a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Badan 
Permusyawaratan Desa Suak Samin Kecamatan 

Pengabuan yang mengundurkan diri an  Sdr. USMAN 
DISON dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Suak Samin Kecamatan Pengabuan dan berdasarkan 

ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Pemerintahan Desa, maka terhadap Anggota BPD 
tersebut perlu dilakukan Pemberhentian; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa Suak Samin Kecamatan Pengabuan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Periode 2018-2024;   
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

 
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

 
 

 
 
 

 SALINAN 



 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tenteng Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 
7, TambahanLembaran Negara Nomor 5495); 

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang–
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 

2019 Nomor 41);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 89); 

 
9.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1); 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 



 

Memperhatikan: 1. Surat Camat Pengabuan Nomor: 
400.10.2.3/249/PMD/2023 tanggal, 28 Desember 2023 

perihal Penyampaian Berkas Pengunduran Diri; 

2. Surat Kepala Desa Suak Samin Nomor: 
140/70/Umum/SS/2023 tanggal 28 Desember 2023 

perihal Penyampaian Surat Pernyataan Pengunduran Diri; 

3. Berita Acara Musyawarah Rapat BPD Desa Suak Samin 

Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
tanggal 27 Desember 2023; 

4.  Surat Pengunduran Diri Saudari Usman Dison tanggal 21 
Desember 2023. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
KESATU  : Memberhentikan dengan hormat Saudara : 

Nama : USMAN DISON 
Nik : 1506030511700003 
Alamat : Parit 6 RT.04 Desa Suak Samin Kecamatan 

Pengabuan 

   Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suak Samin 

Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Periode 2018-2024 terhitung sejak tanggal 21 Desember 

2023.  
 
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.       
 

 
                         Ditetapkan di Kuala Tungkal 

              pada tanggal, 19 februari 2024    

   BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
 

      ttd 

 
 ANWAR SADAT 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


